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2 Tsk Raperda BU Terancam 20 Tahun

Dicurigai Terncana & Fiktif

RBI, BENGKULU - Sesuai
dengan janji, Asisten Pidana
Khusus (Aspidsus) Kejaksaan
Tinggi (Kejati) Bengkulu ke-
marin melakukan penan-
ganan perkara korupsi kegia-
tan penyusunan Raperda air
limbah domitik di Kabupaten
Bengkulu Utara (BU) Tahun
2017,

Hal itu dilakukan setelah
Jaksamelakukan pemeriksaan
terhadap beberapa orang
saksi, kemudian Kamis siang
(6/9) Penyidik Kejati resmi
menetapkan 2 orang ter-
sangka dalam perkara terse-
but. Mereka yang ditetapkan
tersangka antara lain Azwar
selaku Satker Pengembangan
Sistem Penyehatan Lingkun-
gan Pemukiman (PSPLP) dan

PUPR Provinsi Bengkulu, dan
Adi Argahposa selaku pemod-
al PT SKA. Kedua tersangka
langsung dijebloskan ke Ru-
mah Tahanan (Rutan) Malab-
ero Kelas Il B Bengkulu.
Kajati Bengkulu, Baginda
Polin Lumban gaol SH, MH
melalui Aspidsus Hendri
Nainggolan SH, MH saat
dikonfirmasi terkait hal itu
menjelaskan bahwa anggaran
penyusunan Raperda air lim-
bah domistik di Kabupaten
BU. ini awalnya diusulkan Rp
500 Juta. Dari usulan tersebut
cairlah anggaran sesuai den-
gan kontrak yang ditandatan-
gani yaitu Rp 400 Juta lebih,
setelah berjalannya kegiatan
penyusunan Raperda ini, Az-
war Apandi ini sebagai Satker

suai dengan tugas dan fungsi
PPK ini seharusnya melaku-
kan pengawasan dan me-
monitor dari pada kegiatan
tersebut. Namun tersangka
Azwar tidak melakukan tu-
poksinya sebagai PPK malah
dia yang mengerjakan peny-
usunan Raperda tersebut.

“Ya, dia (Azwar red) ini me-
nyambi sebagai PNS yang
membuat Raperda tersebut.
Dengan cara meminta tena-
ga salah satu dosen ahli di-
bidangnya untuk membuat
Raperda itu. Kemudian dosen
tersebut dibayar Rp 40 Juta.
Ini salah satu modus yang di-
lakukan Azwar ini,"kata Hen-
dri Kamis,(6/9).

Sambung Hendri, untuk
PT SKA yang memenangkan

merangkap sebagai PPK pada

nyusunan Raperda tersebut,
aturannya yang mengerjakan

“kegiatan penyusunan Rap-

erda tersebut adalah PT SKA.
Namun diambil alih oleh
tersangka Azwar. Semen-
tara anggaran untuk kegiatan
tersebut dicairkan oleh PT
SKA, lalu uangnya diberikan
kepada Azwar.‘Yang men-
cairkan anggaran ini PT SKA.
Tetapi atas perintah Adi Ar-
gahposa yang juga sudah kita
tetapkan sebagai tersangka,
selaku pemodal PT SKA me-
merintahkan pihak PT SKA

- untuk memberikan uang yang

dicairkan Rp 400 Juta tersebut

ke Azwar. Jadi, uang Rp 400"

Juta ini masih ada,'kata Hen-
dri. Dengan demikian lanjut
Hendri, penyidik berasumsi,

anggaran yang diusulkan Rp

merangkap sebagai PPK. Se-

500 Juta untuk penyusunan
Raperda tersebut fiktif, Kar-
ena untuk membuat Raperda
tersebut cukup dengan uang

‘Rp 150 Juta. Disini dapat di-

lihat, bahwa tersangka Azwar
ini sudah ada niat dari jauh-
jauh hari untuk melakukan
perbuatan melawan hukum.
“Dari usulan anggaran ini
saja tersangka Azwar ini su-
dah merencanakan untuk
melakukan perbuatan korup-
si atau melakukan perbuatan
melawan hukum, perbuatan
Azwar ini tidak benar, dari
perencanaan saja sudah aneh.
Oleh karena itu, masing-mas-
ing tersangka kita sangkakan
Pasal 2 Pasal 3 UU Tipikor,
dengan ancaman maksimal
20 tahun penjara,"demikian
kata Hendri.(ide)

lelang proyek kegiatan pe-



